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PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.AGM
ZA L 7
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Mumpo, 26 Juli 1990,
agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Desa Datar Lebar, Kecamatan Lais,

Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Kala, 13 September
1992, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang,
Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada

tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara  Nomor
16/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal 10 April 2015, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana
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tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 35/01/1V/2015, tertanggal 10
April 2015;
Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak;

3. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Datar Lebar, Kecamatan
Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1
orang anak laki-laki yang bernama Danil Alves, lahir tanggal 13 Maret
2016, Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat
mengakibatkan retaknya rumah tangga, namun saat usia anak sudah 2
minggu tepatnya pada tanggal 29 Maret 2016 Tergugat pamit pulang ke
rumah orang tuanya dengan alasan untuk bekerja, akan tetapi sejak pergi
tersebut tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak lagi memperdulikan
Penggugat sebagai seorang isteri, akibatnya sejak pergi tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Datar Lebar, sedangkan
Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Padang Kala, hingga kini
telah berlangsung selama 4 tahun 8 bulan lebih ;

6. Bahwa, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali, serta tidak
pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat,
sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat masih
bergantung dari penghasilan orang tua Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat merasa tidak
ridho dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), dan
4);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2), dan (4);

3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
dengan lwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatatan Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor
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XXX Tanggal 10 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi :

1. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desadatar Lebar, Kecamatan Lais, Kabupaten
Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah bapak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah
menikah pada April 2015 saksi hadir waktu pernikahan tersebut;

Bahwa sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat
mengucapkan sihgat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya keduanya
berpisah;

Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
satu orang anak;

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis selama lebih kurang satu (satu) tahun setelah itu
Tergugat tidak pernah kelihatan lagi dan menurut keterangan
Penggugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamitnya pergi
bekerja namun sampai sekarang tidak pernah pulang kalau pun pulang
tidak kerumah kediaman bersama;

Bahwa setahu saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat
kediaman bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula
mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak tidak ada pula harta yang

ditinggal sebagai jaminan nafkah Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat dibantu
oleh orang tua;

2. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Desa Datar Lebar, Kecamatan lais, kabupaten Bengkulu
Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah
menikah pada bulan April 2015 saksi hadir waktu pernikahan tersebut;

Bahwa sesaat setelah akan nikah saksi mendengar Tergugat
mengucapkan sihgat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisabh;

Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
satu orang anak;

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu Tergugat
tidak pernah kelihatan lagi dan menurut keterangan Penggugat
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat awalnya katanya bekerja
namun sudah lima tahun lebih tidak pernah pulang;

Bahwa setahu saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama
lebih kurang 5 (lima) tahun;

Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula
mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak tidak ada pula harta yang
ditinggal sebagai jaminan nafkah Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja
sendiri dan dibantu oleh orang tua;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil

gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon

putusan;
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Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang
sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti)
kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis
Hakim menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita
acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah empat tahun
lebih tanpa nafkah, sehingga pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima)
tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
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tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat
benar berdomisili di wilayah Pengadilan Arga Makmur, maka bukti P.1 sebagai
akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 10 April 2015, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 10 April 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Sarkawi bin M. Saleh dan Yudi Arisal bin Hermanto, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah
dikaruniai satu orang anak;

Bahwa, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta’lik talak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Maret
2016;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat)
tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama
Penggugat;

Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan
nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai
pengganti nafkah bagi Penggugat dan anak;

Bahwa, upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik
melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui
Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap tidak berhasil. Karenannya
harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa
diwujudkan;

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan
sighat ta’lik talak, Majelis Hakim menilai karena ta’lik talak merupakan
perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut
kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang
disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat
mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan
Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan
Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup
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Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat
telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang
dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya
atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka
Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat
meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang pada
prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat
baik dari segi lahir maupun bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah
melanggar shigat ta’lik talak angka (1), (2) dan (4) yang diucapkan setelah akad
nikah dan Penggugat tidak redha kemudian menyerahkan uang sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada
Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat
ta’lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah

SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang:

Yoiius o8 3881 ] 2galL 1s35Ts
Artinya : “Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai
pertanggung jawabannya”
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi
pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman
Juz 11 302:
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Lol azad, Waz 182335, 855 by 16 Wb 512 535

Artinya: Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah
talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya
ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan alasan-
alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut
untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat
terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir
sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak,
maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2),
dan (4);

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
dengan Ilwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muhammad
Hanafi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Risnatul Aini, S.H.I.,
M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hamid Muhammad Hanafi, S.Ag

Risnatul Aini, S.H.l.,, M.H
Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.
Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan :Rp 420.000,00
- Biaya PNBP :Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
- Biaya Meterai :Rp 9.000,00
Jumlah : Rp564.000,00

(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
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